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Abtract

This study aims to describe regional financial management which includes: planning and
budgeting, implementation and administration and accountability of regional finances;
and transparency which includes transparency and accessibility; as well as the accounta-
bility of regional financial reporting, the effectiveness of internal and external party super-
vision, and the performance of Regional Work Units; analyze the effect of the effectiveness
of financial planning, the effectiveness of budget execution control, transparency and ac-
countability of financial reporting on the performance of Local Government Work Units.
This type of research is explanative. The number of samples in this study were 32 respond-
ents. The data collection technique used a questionnaire. The analysis technique uses de-
scriptive analysis and multiple linear regression analysis. Regional financial management
which includes; the effectiveness of financial planning, the budget formulation process, the
characteristics of the clarity of budget targets and control have an effect on the performance
of regional work units. Meanwhile, transparency and accessibility of regional financial
reporting and accountability of regional financial reporting have no effect on the perfor-
mance of regional work units.
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Abstraks

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan keuangan daerah yang
mencakup: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan per-
tanggungjawaban keuangan daerah; dan transparansi yang mencakup transparan dan
aksesbilitas; serta akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, efektivitas pengawasan pihak
internal dan eksternal, dan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; menganalisis pe-
ngaruh efektivitas perencanaan keuangan, efektivitas pengendalian pelaksanaan anggar-
an, transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan terhadap kinerja Satuan Kerja
Pemerintah Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Jumlah sampel
dalam penelitian ini sebanyak 32 responden. Teknik pengumpulan data mengqunakan
kuesioner. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear
berganda. Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup; efektivitas perencanaan keu-
angan, proses penyusunan anggaran, karakteristik kejelasan sasaran anggaran dan pen-
gendalian berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan
transparansi dan aksebilitas pelaporan keuangan daerah, dan akuntabilitas pelaporan keu-
angan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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1. PENDAHULUAN

Kota Malang pada bulan November
2019 meraih penghargaan berupa Ombudsmas
Award. Ombudsman Award ini merupakan
penghargaan yang diberikan oleh pemerintah
pusat melalui Kementrian Dalam Negeri yak-
ni kategori Predikat Kepatuhan Standar Pela-
yanan Publik 2019. Fenomena yang terjadi
inilah dinilai pada aspek pengelolaan, trans-
paransi dan akuntabilitas serta kinerja yang
cukup baik.

Otonomi daerah telah membuat sen-
tralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke
pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada
perubahan struktur keuangan di pusat mau-
pun di daerah (Hehanussa, 2015). Pemerintah
daerah hasrus mampu mengelola keuangan
daerahnya untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Pemerintah daerah harus mampu me-
ngelola keuangan dengan baik. Keuangan
daerah dikelola dengan sesuai peraturan
yang berlaku, dikelola secara tertif, efisien
dan efektif, transparan, ekonomi dan ber-
tangung jawab. Asaz dalam pengelolaan keu-
angan daerah yaitu kepatutan, keadilan, dan
manfaat untuk masyarakat (Raharja et al.,
2017 dan Bolang et al., 2013). Implementasi
Good Corporate Governance dalam pengelolaan
keuangan daerah akan mampu menciptakan
akuntabel dan transparan.

Pengawasan yang dilakukan oleh in-
spektorat secara internal yang semakin kuat
dan Badan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
membuat pengelolaan keuangan daerah men-
jadi sangat penting. Selain itu, pemerintah
daerah telah banyak mendapat sorotan kare-
na maraknya pemberian opini dari BPK ten-
tang pengelolaan keuangan pemerintah dae-
rah (Bolang et al., 2013; Safwan et al., 2013;
dan Tarigan & Nurtanzila, 2013).

Faktor yang mempengaruhi kinerja pe-
merintah daerah adalah pengelolaan keu-
angan daerah (Auditya et al., 2013; Pujiono et
al., 2016; Ridzal, 2020; Defitri, 2018, dan
Nasution, 2018). Dalam rangka mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik, peme-
rintah terus melakukan berbagai upaya per-
baikan untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
salah satunya dengan penyempurnaan sistem
administrasi negara secara menyeluruh (LAN
2000). Salah satu cara yang ditempuh peme-

rintah dengan menerbitkan dan menyempur-
nakan perangkat peraturan perundangan
tentang pengelolaan keuangan negara/ dae-
rah (Sulistyo, 2018; Istiqomah, 2018; Fara et
al., 2018; Annisa, 2017; dan Rohman, 2007).

Pengelolaan keuangan pemerintah Ko-
ta Malang pada tahun 2016-2018 berdasarkan
hasil pemeriksaan BPK RI telah berhasil me-
raih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecua-
lian (WTP) dari tahun 2016-2018 (Rohmah et
al., 2020). Pencapaian opini Wajar Tanpa Pen-
gecualian merupakan bentuk dukungan
adanya Good governance and Clean Government
dengan pengelolaan keuangan daerah yang
transparan dan akuntable (Wulandari &
Bandi, 2015).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan keuangan daerah berpengaruh
terhadap kinerja keuangan daerah (Hendra,
2018; dan Kartoprawiro & Susanto, 2018).
Selain itu tata Kelola keuangan daerah yang
transparansi dan akuntabilitas publik akan
berpengaruh terhadap kinerja keuangan dae-
rah (Budiati et al., 2020; Anggiriawan &
Kawisana, 2020; Indriana & Nasrun, 2019;
Muslih et al., 2019; dan Maramis et al., 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) me-
nganalisis pengaruh Pengelolaan Keuangan
Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pe-
rangkat Daerah; 2) menganalisis pengaruh
transparansi Pelaporan Keungan Daerah ter-
hadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Dae-
rah; dan 3) menganalisis pengaruh akuntabil-
itas Pelaporan Keuangan Daerah terhadap
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meru-
pakan kegiatan yang dijalankan oleh pejabat
pengelola keuangan daerah sesuai dengan
kedudukan dan kewenangannya yang dida-
lamnya mencakup; perencanaan dan pe-
nganggaran, pelaksaan dan penatausahaan,
pengawasan dan pertanggungjawaban. keu-
angan daerah pada intinya mencangkup dua
hal, yaitu Hak Daerah dan Kewajiban Daerah.
Hak daerah ialah segala hal yang secara
hukum merupakan milik daerah dan dapat
dijadikan sebagai milik pemerintah. Se-
dangkan kewajiban adalah sesuatu yang ha-
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rus dilaksanakan atau dikerjakan, ataupun
hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan pe-
kerjaan. Jika hak dan kewajiban tersebut da-
pat dinilai dengan uang, maka hal tersebut te-
lah dapat dikatakan sebagai bagian dari keu-
angan daerah.

Transparansi adalah memberikan in-
formasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbang-
an bahwa masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan
perundang-undangan. Dalam Peraturan Pe-
merintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keu-
angan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan
daerah harus dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efisien, eko-
nomis, efektif, transparan, dan bertanggung-
jawab dengan memperhatikan asas keadilan,
kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
Disamping itu, dengan meningkatkan trans-
paransi pengelolaan keuangan daerah maka
diharapkan kualitas pelayanan public akan
semakin baik dan akan terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik dan pemeritahan
yang bersih (good governance governance dan
clean government).

Kinerja merupakan salah satu bentuk
perpaduan antara kemampuan dan usaha
untuk memperoleh hasil dari suatu peker-
jaan. Untuk mencapai hasil yang baik, sese-
orang hendaknya memiliki keinginan dan
kemampuan, usaha serta bentuk kegiatan
yang dilaksanakan dan tidak mengalami
hambatan yang berarti di dalam melaksana-
kan suatu pekerjaan. Dalam konteks peme-
rintahan, kinerja akan dinilai sebagai sua-
tu prestasi manakala dalam melaksanakan
suatu kegiatan dilakukan dengan mendasar-
kan pada peraturan yang berlaku, tidak me-
langar hukum dan sesuai dengan moral dan
etika (Yusriati, 2008).

Akuntabilitas merupakan memper-
tang-gungjawabkan pengelolaan sumber da-
ya serta pelaksanaan kebijakan yang diperca-
yakan kepada entitas pelaporan dalam men-
capai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik. Implementasi konsep akuntabilitas
dilakukan dengan pemeriksaan (audit) secara
berkala atas laporan keuangan yang diterti-
bkan oleh pejabat/pengurus lembaga publik.
Namun tentu saja hasil dari pemeriksaan

(audit) tidak akan mampu mengungkap se-
luruh penyimpangan yang terjadi, karena hal
ini sangat tergantung pada banyak faktor.
Adanya audit yang komprehensif, setidaknya
penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat
diungkap dan dicarikan jalan keluar yang
terbaik.

Prinsip pengelolaan keuangan ialah
efektif dan efisiensi yang mana pengeluran
anggaran daerah didasarkan pada proporsi
kebutuhan program dan kegiatan daerah
guna menghasilkan output ataupun income
tanpa mengurangi pelayanan yang maksimal
pada masyarakat. Penelitian Solina (2014)
menunjukkan bahwa Akuntabilitas publik,
partisispasi anggaran dan kejelasan sasaran
anggaran berpengaruh signifikan terhadap
kinerja manajerial SKPD di Kota Tanjung
Pinang.

Hi: Pengelolaan Keuangan Daerah berpenga-
ruh positif terhadap Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah

Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah
dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota Malang

Penyelengaraan pemerintahan yang
transparan akan memiliki adanya pertang-
gungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas
terhadap laporan keuangan, adanya publikasi
laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit
dan ketersediaan informasi kinerja. Dalam
hal pelaksanaan transparansi pemerintah,
media masa mempunyai peranan yang san-
gat penting, baik sebagai sebuah kesempatan
untuk berkomunikasi pada publik maupun
menjelaskan berbagai informasi yang relevan,
juga sebagai penonton atas berbagai aksi
pemerintah dan prilaku menyimpang dari
aparat birokrasi. Friyanti (2016) dalam pene-
litian ini menemukan bahwa Partisipasi pe-
nyusunan anggaran, transparansi laporan
keuangan, kejelasan anggaran, umpan balik,
evaluasi anggaran dan sistem pengendalian
pemerintahan berpengaruh positif dan signif-
ikan terhadap kinerja manajerial aparat pe-
merintahan daerah Indramayu.

Ho: Transparansi Pelaporan Keungan Daerah
berpengaruh terhadap Kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah
dan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan
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daerah merupakan proses pengelolaan keu-
angan daerah mulai dari perencanaan, pe-
laksanaan, penatausahaan, pertanggungja-
waban, serta pengawasan harus benar-benar
dapat dilaporkan dan dipertanggungjawab-
kan kepada masyarakat dan DPRD terkait
dengan kegagalan maupun keberhasilannya
sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.
Mulyani (2016) dalam penelitian menemukan
bahwa secara simultan akuntabilitas publik,
partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan
anggaran, struktus desentralisasi, sistem pen-
gukuran kinerja, kompensasi, etika kerja dan
komitmen profesional berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja manajer di
dinas Kabupaten Kampar.
Hs: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dae-
rah berpengaruh terhadap Kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

3. DATA DAN METODE

Desain penelitian ini adalah penelitian
kausalitas. Penelitian kausalitas bertujuan un-
tuk menjelaskan sebab-akibat antar variabel
(Anwar, 2016). Metode yang digunakan da-
lam mengumpulkan data dengan cara survei
secara langsung kepada responden untuk

Tabel 1. Hasil Regresi

mendapatkan informasi dan menarik kesim-
pulan.

Populasi pada penelitian ini adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang
yang mencakup dinas dan badan serta
Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang yang
berjumlah 36 SKPD. Teknik pengumpulan
data dengan kuesioner. Teknik Analisis Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Regresi Linear Berganda. Persamaan regresi
linear berganda pada penelitian ini dirumus-
kan sebagai berikut:

Y =at+fuXat P2Xot PsXse

Dimana: Y= Kinerja Satuan Kerja Perangkat Dae-
rah; a= Konstan, P, B2B3= Koefisien regresi, X;=
Pengelelolaan Keuangan; Xo= Transparansi; X3=
Akuntabilitas dan e= Error

4. HASIL

Hasil analisis regresi dilakukan untuk
mengetahui seja-uh mana pengaruh variabel
dependen ter-hadap variabel independen.
Pengaruh ini dilihat dari kenaikan satu poin
variabel independen maka variabel dependen
akan naik sejumlah nilai Beta. Hasil analisis
regersi disajikan pada tabel 1.

Koefisien Std. Error t nit Prob.
(Constant) 10,382 3,455 3,005 0,006
Pengelolaan Keuangan 0,286 0,094 3,039 0,005
Transparansi -0,069 0,138 -0,500 0,621
Akuntabilitas 0,189 0,253 0,749 0,460
Fit 5,875
F prob 0,003

Berdasarkan hasil analisis goodness fit of
model menunjukkan bahwa model yang digu-
nakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan dari
probabilitas nilai F sebesar 0,003. Berdasarkan
hasil analisis regersi menunjukkan pengel-
olaan keuangan daerah berpengaruh positif
terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Dae-
rah. Sedangkan transparansi dan akuntabili-
tas tidak berpengaruh terhadap Kinerja satu-
an Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedang-
kan pengelolaan keuangan daerah berpe-
ngaruh positif terhadap Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

5. PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap
Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengelolaan keuangan daerah berpengaruh
positif terhadap Kinerja satuan kerja perang-
kat 1daerah pemerintah Kota Malang. Hal ini
menunjukkan bahwa Satuan Kerja Perangkat
Daerah telah menyusun perencanaan baik
rencana pembangunan jangka menengah 5
tahun, yang di dalamnya telah dirumuskan
visi misi secara jelas. Selain itu SKPD juga
telah menyusun rencana operasional sebagai
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basis penyusunan program, kegiatan dan
anggaran tahun berjalan. Penyusunan renca-
na lpembangunan ljangka menengah dan ren-
cana pembangunan tahunan merupakan per-
wujudan dari pemenuhan kebutuhan pelaya-
nan masyarakat secara bertahap dan berke-
sinambungan yang disesuaikan dengan ke-
mampuan sumber-sumber pendapatan dae-
rah tiap periode tahun anggaran. Pengelolaan
keuangan yang tercermin dalam rencana ker-
ja dan anggaran, berfungsi sebagai standar
kinerja masing-masing SKPD. Salah satu
indikator pengukuran kinerja adalah tingkat
penyerapan anggaran dimana dalam llaporan
realisasi anggaran, terdapat perbandinganl
antara anggaran dan Irealisasi, sehingga pe-
mangku jabatan dalam hal ini Ipihak ek-
sekutif akan berupaya melaksanakan pro-
gram, kegiatan dan langgaran yang ltelah di-
tetapkan. Dengan demikian pengelolaan ber-
pengaruh terhadap lkinerja SKPD.

Transparansi Pelaporan Keungan Dae-rah
terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
transparansi pelaporan keuangan tidak ber-
pengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Pe-
rangkat Daerah. Transparansi laporan keua-
ngan berdasarkan hasil pengujian tidak ber-
pengaruh terhadap kinerja SKPD. Akan tetapi
dalam teori bahwa transparansi berpengaruh
terhadap kinerja. Transparansi ladalah kebe-
basan untuk mengakses linformasi lyang di-
butuhkan lberkaitan ldengan kepentinganl
publikl yang lsecara llangsung dapat diper-
oleh loleh pihak-pihak lyang bekepentingan.
Penerapan asas transpa-ransi mencakup
kemudahan mengakses informasi keuangan
yang dibutuhkan masyarakat, dan laporan
tersebut dapat dipahami. Kemudahan me-
ngakses informasi terwujud apabila dipu-
blikasikan secara terbuka melalui media masa
atau website. Akan tetapi dalam penelitian ini
peneliti mendapat respon dari responden
bahwa tranparansi tidak berpengaruh terha-
dap pencapaian kinerja satuan kerja per-
angkat daerah, berarti pelaksanaan tanggung
jawab pemerintah daerah melalui SKPD
masing-masing, menyusun laporan keuangan
yang diungkapkan tidak jujur dan tidak
terbuka memungkinkan semua pihak yang
berkepentingan terutama masyarakat tidak
me-ngetahui sekaligus tidak dapat menilai

perkembangan alokasi sumber-sumber pen-
dapatan daerah oleh masing-masing SKPD.

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah
terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
akuntabilitas pelaporan keuangan tidak ber-
pengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja Pe-
rangkat Daerah. Sementara dalam teori akun-
tabilitas berpengaruh terhadap kinerja SKPD
dimana masyarakat mempunyai hak untuk
mengetahui segala informasi atau kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat
dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk
menyediakan atau memberikan informasi
secara terbuka kepada masyarakat pada
umumnya. Sementara akuntabilitas merupa-
kan kewajiban seseorang atau organisasi un-
tuk melaksanakan tanggung jawabnya. Di
samping itu aspek akuntabilitas termasuk ke-
jujuran menyajikan transaksi informasi keu-
angan yang seharusnya disajikan, dan dapat
dibandingkan dengan indikator kinerja serta
dapat digunakan untuk tindakan koreksi.

6. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan
menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan
Daerah berpengaruh terhadap kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kota Malang. Hal ini
menunjukkan penerapan pengelolaan keu-
angan secara efektif, semua fungsi mana-
jemen tata kelola keuangan telah diterapkan
secara efektif. Namun Transparansi dan
akuntabilitas pelaporan keuangan tidak ber-
pengaruh terhadap kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Artinya sistem trans-
paransi dan akuntabilitas dalam pelaporan
keuangan daerah sudah menjadi kewajiban
pemerintah sebagai perwujudan good govern-
ance governance dan clean government.

Dalam pengumpulan data penelitian ini
ada beberapa kendala, yaitu ada beberapa
SKPD yang tutup sementara karena masa
pandemi COVID, sehingga komunikasi yang
dilakukan kepada pimpinan SKPD menjadi
terbatas. Selain itu pengukuran kepuasan
masyarakat terhadap kinerja SKPD, adalah
berdasarkan persepsi pimpinan SKPD, bukan
persepsi langsung dari masyarakat sebagai
penerima pelayanan. Untuk penelitian selan-
jutnya diharapkan untuk menambahkan var-
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iable lain dan juga dan memperluas lokasi
penelitian.
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